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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W23-A/ 11 83 /OT.00/VII/SK/2019

TENTANG

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : 1. Bahwa diperiukan Tim untuk menangani permasalahan Gratifikasi di
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;
2 Bahwa dikarenakan adanya mutasi pegawai, maka perlu adanya
revisi susunan Tim Pengendali Gratifikasi;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut pada poin 1 dan 2 maka
periu ditetapkan Tim Penganganan Gratifikasi pada Pengadifan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

-

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

S

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teilah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 tahun 2001,

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

5. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

~

Peraturan kornisi Pemberantasan Korupsi R Nomor 2 tahun 2014
Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana
telah diubah dengan Nomor 6 tahun 2015;



LAMPIRAN i
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGG!I AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W23-A/ (1 §3 /OT.00/VI/SK/2019

TENTANG
TUGAS dan KEWAJIBAN
TiM PENANGANAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

A. TUGAS

1.

Melakukan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang memuat :

a. Pencantuman ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada pegawai dalam lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur baik berupa uang maupun barang/hadiah;

b. Pemberian informasi tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh Pejabat/pegawai dan
pihak ketiga yang mengadakan kerjasama dengan ;

¢. Sosialisasi dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.

2. Menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan
dokumen vyang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kiasifikasi gratifikasi kepada
pejabat/peyawai;

3. Menindaklanjuti laporan gratifikasi yang masuk dilingkungan Pengadilen Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur,

B. KEWAJIBAN

1. Melakukan penelaaharr dan menyampaikan iaporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait
atas laporan peneritaan dan penolakan Gratifikasi kepada Ketua Pengadian Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur,

2. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi atau golongan dalam menangani
masaleh gratifikasi;

3. Mendasarkan pada profesionalitas, integritas, objekvitas, independensi, transparansi,
dan tanggung jawab;

4, Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kupang, 30 Juli 2019
Ketua,

‘ WRA S.H.. M.H.
B 195503041985031007



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas di Lingkungan instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2014
tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung R!
dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEEMPAT

Tembusan Yy,

- Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur Nomor : W23-A/410.a/KP.01.2/3/2018 tanggal
19 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,

. Menunjuk yang namanya terdapat pada Lampiran | Surat Keputusan ini
sebagai Tim Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur,

. Adapun tugas Tim Penaganan Benturan Kepentingan pada lampiran |
selanjutnya diatur pada Lampiran |l Surat Keputusan ini;

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dit@tapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 Juli 2019
Ketua,

. pre-H. BUSRA, S.H., MH.
" NIP.195503041985031007

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



LAMPIRAN 1{

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W23-A/ 11 83 /OT.00/VIISK/2012

TENTANG

DAFTAR NAMA TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

N | JABATAN
o | NAMA/NIP JABATAN 1D ALAM TIM
1 2 3 4

1. | Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. Hakim Tinggi Ketua Tim

186005191989031001

2. | Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.1.
195705161985031003

3. | Drs. H. Asep Saefudin M
195711111985121001

4. | Bahrudin, AMd., SH., M.H.
196301171983031004

5. | Adenan, S.H., MH.
196905121903031004

B B L R R i SRRSO

Hakim Tinggi Anggota

Hakim Tinggi Anggota
|
Sekretaris | Anggota

Kepala Bagian Anggota
Perencanaan dan
Kepegawaian

~“Kupang, 30 Juli 2019
Ketua,

' Dr§. H. BUSRA, S.H., M.H.
TNIP. 195503041985031007




SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : W23-A/ 377 /OT.00/11/SK/2020

TENTANG
TIM PENGENDALI GRATIFIKASI

PADA PENGADILAN TINGGlI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGG! AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

Bahwa dalom rangka penanganan  grafifikasi di - lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur maka diperlukan Tim
Pengendali Gratifikasi;

Bahwa dikarenakan adanya mutasi pimpinan dan anggota tim
sebelumnya, maka perlu adanya perubahan SK Tim Pengendali
Gratifikasi;

Bahwa unituk menindaklanjuti hal tersebut pada poin 2 maka perlu
ditetapkan Tim Pengendali Grafifikasi yang baru pada Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 tahun 2001;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor 50 mTahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Rl Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Lona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 03 Tahun 2014
tentana Penanaanan Gratifikasi di linakiinaon Mahkamah Aciina Ri



Menetapkan :

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur Nomor W23-A/1183/0T.00/Vil/SK/2019 tanggal 30 Juii
2019 tentang Pembentukan Tim Pengendali Grafifikasi pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

Menunjuk pegawai yang namanya terdapat pada Lampiran | Surat
Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

Adapun tugas Tim Penanganan Gratifikasi pada Lampiran | diatur
pada Lampiran Il Surat Keputusan ini;

Surat Keputusan ini beraku sejok tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari teryata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
114 Februari 2020

Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H.
NIP. 195704221985031004




LAMPIRAN 1I
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W23-A/ 377 /OT.00/11/2020
TENTANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
PENGADILAN TINGG! AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

A. TUGAS

1.

Melakukan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengenddalion Gratifikasi

yang memuat

a. Pencantuman  ketentuan larangan penerimaan  gratifikasi  dalam
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

b. Pemberian Informasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh
pejabat/pegawai dan pihak ketiga yang mengadakan kerjasama dengan
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

. Sosialisasi diloksanakan melalui media non elekironik maupun media
elekironik.

Menerima laporan  Gratifikasi  dari  pejabat/pegawai dan  meminta

pemenuhan  kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam  kegiatan

pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;

Menindaklanjuti laporan gratifikasi yang masuk dilingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Nusa Tenggara Timur.

B. TANGGUNG JAWAB

1:

Melakukan penelachan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan
dokumentasi terkait atas laporan penerimaon dan penolakan Grafifikasi
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

Tidak memasukkan unsur  kepentingan pribadi  atau  golongan  dalam
menangani masalah gratifikasi;

Mendasarkan  profesionalitas,  integritas,  objektivitas,  independensi,
transparansi, dan tanggung jowab;

Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan
peraturan perundang-undangan.

14 Februari 2020

Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H.
NIP. 195704221985031004




LAMPIRAN |

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :W23-A/ 377/0T.00/11/2020

DAFTAR NAMA TIM PENANGANAN GRATIFIKASI

TENTANG

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

N DIANGKAT
NAMA/NIP JABATAN KET

@) SEBAGAI

I | Drs.H. Jeje Jaenudin, M.S.1. Hakim Tinggi Ketua
196005191989031001

2 | Adenan, S.H., M.H. Kepala Bagian Sekretaris
196905121993031004 Perencanaan dan

Kepegawaian

3 | Drs. H. Iskandar, S.H. Anggota
19601231987031054 Hakim Tinggi

4 | Ali Amran, S.H., S.H.L., M.H. Anggota

197501261998031003

Kepala Bagion Umum dan
Keuangan

Kupa

Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H.

. 14 Februari 2020

NIP. 195704221985031004




h PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX .(0380)827611, 830190
Website: www.pta-kupang_go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id
Kupang — NTT 85228

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGG| AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor: W23-A/ P.01.21/2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi
seluruh Aparat Peradilandi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan diPengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, perlu diatur Penanganan terhadap
Gratifikasi;

¢c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman
Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012,
tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

6. Instruksi Presiden Republk Indonesia Nomor 9 Tahun 201 tentang

Rencana Aksi Pencegahandan Pemberantasan Korupsi ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi di

Lingkungan Instansi Pemerintah

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2014 fentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan
Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di Bawahnya ;

01 ==y



Menetapkan

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  NUSA
TENGGARATIMUR TENTANG PEDOMAN  PENANGANAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

i

Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur adalah Ketua, Wakil Ketua,
Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur;

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma -
cuma dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun diluar negeri secara

langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur

Gratiflkasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam
kegiatan yang diberikan kepada wakil - wakil resmi Aparat Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas
keikutsertaan atau konstribusinya dalam kegiatan tersebut.

Penerima  adalah  Aparat  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, yang
menerima uang/barang/Jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan
pemberian dalam konteks gratifikasi.

Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana
program penanganan gratifikasi.

Pasal 2

Aparat di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur wajib melaporkan
segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.

Setiap gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang nilainya Rp. 10.000.000- ( sepuluhjuta rupiah ) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000000- ( sepuluh juta rupiah ) pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

Pidana bagi Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp. 200.000000,- ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.
1000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima

Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak

tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik
penerima atau milik necara



Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan

terdiri atas :

a. Diperoleh dari hadiah langsung I undian, diskon / rabat, voucher, point reward, atau
souvenir yang bertaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan
Aparat Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis ( kejuaraan / perlombaan /
kompetisi ) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

c. Diperoleh dari keuntungan / bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilkan saham pribadi yang berfaku secara umum dan tidak terkait dengan
kedinasan Aparat Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan
tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik
kepentingan dan kode etik pegawai di ingkungan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur.

e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat
atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik
kepentingan dengan penerima gratifikasi.

f.  Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau
dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai
konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

9. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf
(f) dan huruf (g) terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun.
kegiatan keagamaan/ adat / tradisi dan bukan dari pihak - pihak yang mempunyai konflik
kepentingan dengan penerima gratifikasi.

h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak -
pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

.. Diperoleh dari acara resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi.
pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits sertifikat
dan plakat / cinderamata.

j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan / sajian / jamuan
berupa makanan dan minuman yang bertaku secara umum.

k. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,

Pasal4

1) Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG
Unit Penanganan Gratifikasi ) dengan mengisi Formulir petaporan baik secara langsung
ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, melalui surat maupun surat
elektronik.

2) Pelaporan melalui surat elekironik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui email :

ptakupang@yahoo.co.id
Pasal 5

1). Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 waib melaporkan
Setelah menerima laporan gratifikasi,

2. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG ( Unit
Penanganan Gratifikasi ) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat

=



3) Apabila  hasil penelan UPG ( Unit Penanganan  Gratifikasi )
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi, UPG { Unit
Penanganan Gratifikasi) menyampaikan  gratifikasi  tersebut  pada  Komisi
Pemberantasan ~ Korupsi  dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) hari setelah
gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

Pasal 6

Pelanggaran terhadap keputusan Ketua Pengadkilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara

Timur ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan,

Pasal 7
Keputusan Ketua Pengadkilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur mulai bertaku

pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Kupang
: 13 Januari 2020

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.
NIP. 19570422.198503.1,004



ANDA MEMHSUKI KAWASAN ZONA INTEGBH’I\S S
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI [ WBK
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAVANI L WWEBM ) :
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Posisi CCTV Bagian Teras Depan
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LAPORAN TAHUNAN PENANGANAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

A. PENGANTAR

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur merupakan satuan kerja
yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur mempunyai
tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masayarakat terhadap sistem
peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan

meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
telah berupaya meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  pelayanan  di
bidang peradilan, melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini,
melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi yang terjadi di
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk mencapai peningkatan

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan
dengan adanya pembentukan tim pengendali gratifikasi melalui surat
keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, yang bertugas
untuk mengawasi adanya praktik gratifikasi di Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur, serta penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Pembentukan tim pengendali gratifikasi ini
juga sebagai wujud konkrit pelaksanaaan Undang- Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS)



wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014

tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem
penigendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi
aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara

berkala atas penerapan sistem tersebut.

Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur merasa
perlu untuk membuat Laporan Tahunan Penangan Gratifikasi atas
pelaksanaan pengendalian yang ada dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan hukum
bagi masyarakat pencari keadilan yang dilakukan sampai dengan kurun satu
tahun yaitu di tahun 2019.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara
berkala diharapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya praktik

pemberian gratifikasi di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

PELAKSANAAN PENANGANAN GRATIFIKASI

Pelaksanaaan pengendalian gratifikasi ini dilakukan mulai Januari
sampai dengan Desember 2019 di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur. Laporan Penanganan Gratifikasi ini dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan tim
pengendali gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan

Jjajaran struktural.



RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Laporanan Penanganan Gartifikasi pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur ini meliputi seluruh
pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.
Baik mencakup pelayanan di dalam pendaftaran perkara, pelayanan
bantuan hukum, pelayanan dalam pemeriksaan perkara, dan hal-hal

lain yang termasuk dalam lingkup layanan pengadilan.

Pada dasarnya pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi di
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah berjalan dengan baik
dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi yang

meliputi:
1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Kepastian Hukum;
4. Kemanfaatan;
5. Kepentingan Hukum;
6. Independensi; dan

7. Perlindungan bagi Pelapor.

HASIL PELAKSANAAN PENANGANAN GRATIFIKASI

Adapun hasil pelaksanaan penanganan Pengendalian Gratifikasi di
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu
Januari sampai dengan Desember 2019, tergambar dalam tabel

berikut:



TABEL : Hasil Pelaksanaan Penangnan Gratifikaasi dari Januari s/d Desember 2019

NAMA .
NAMA JENIS ALASAN
NO BULAN LAPORAN PEMBERI
: PELAPO PENERIMAAN DAN
GRATIFIKASI
R KRONOI.O
JANUARI NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
FEBRUARI NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
MARET NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
APRIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
MEI NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
JUNI NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
JULI NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
AGUSTUS NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
9. SEPTEMBE NTHIL NIHIL NIHIL NIHIL
R
10. OKTOBER NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
11. NOPEMBER NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
12. DESEMBER NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
REKOMENDASI

Hasil dari Pelaksanaan Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tidak dijumpai adanya

gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap jajaran struktural, hakim, dan

pegawal Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Baik dalam

penerimaan dan pengelolaan laporan gratifikasi, pemutakhiran aturan

dan kebijjakan terkait etika gratifikasi serta metode dan target

pelaksanaan diseminasi.



Akan tetapi, tentunya tetap perlu dilakukan peningkatan lagi
terhadap sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap
dapat menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem
pengendalian gratifikasi yang dibangun di Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada dalam

rangka pelayanan pada masyarakat yang prima .

Data dukung adanya sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur:
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CAPTURE BERITA PEMASANGAN BANNER ANTI GRATIFIKASI DI WEBSITE PENGADILAN TINGGI
AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR




STIKER LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT
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F. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur ini dibuat dengan harapan
mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah
yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat
dijadikan landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik)
untuk dapat melayani serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari
masyarakat, instansi lain di luar Pengadilan, agar citra dan wibawa
lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap

Lembaga Peradilan meningkat.
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